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ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari permasalahan menentukan yurisdiksi mana
yang berwenang terhadap proses penyelesaian sengketa pada platform digital dalam
transaksi e-commerce yang bersifat crossborder. Transaksi yang bersifat
crossborder yang dilakukan dalam ruang cyber dapat menimbulkan problematik
antar para pihak yang berada di yurisdiksi yang berbeda untuk menentukan pilihan
hukum dan pengadilan yang berwenang, apabila para pihak dalam klausula kontrak
elektronik yang telah di sepakati oleh para pihak tidak menentukan forum
penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik intenasional. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data menggunakan
studi pustaka. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan
menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan di Indonesia
telah menjangkau yurisdiksi cyber yang bersifat borderless. Alamat internet
protocol (IP) digunakan sebagai petunjuk untuk mengidentifikasi domisili hukum
dalam jaringan internet. Permasalahan yurisdiksi yang berbeda antara para pihak
dalam proses penyelesaian sengketa pada platform digital dalam transaksi e-
commerce dapat menggunakan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor
80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang memberikan
yurisdiksi berdasarkan tempat kedudukan konsumen. Para pihak yang dalam suatu
kontrak elektronik tidak menentukan pilihan hukum dan pengadilan mana yang
berwenang maka dalam penyelesaian sengketa akan mengacu pada Hukum Perdata
Internasional.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional; Perdagangan Elektronik;
Pilihan Hukum; Platform Digital; Yurisdiksi Cyber.
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ABSTRACT

This research starts from the problem of determining who has authority over
the settlement process on digital platforms in cross-border e-commerce
transactions. Cross-border transactions carried out in cyber space can cause
problems between parties at different senders in determining legal options and
authorized institutions, if the parties in the electronic contract clauses that have
been agreed upon by the parties do not determine the forum for settlement of the
transaction. international electronics. This research is a type of normative legal
research with a statutory and regulatory approach and a contextual approach. The
data collection method uses library research. Primary legal materials and
secondary legal materials are analyzed using legal analysis methods. The deductive
thinking process is used to draw conclusions. The results of the research show that
regulations in Indonesia have reached cyber which is limitless. Internet protocol
(IP) addresses are used as a guide to identify legal domicile in the internet network.
Fraud problems that differ between parties in the settlement process on digital
platforms in e-commerce transactions can use the provisions in Government
Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading via Electronic Systems which
provides announcements based on the consumer's location. The parties to an
electronic contract do not determine the choice of law and which court has the
authority, so in settlement decisions they will refer to International Private Law.

Keywords: Private International Law; Electronic Commerce; Choice of
Law; Digital Platforms; Cyber Jurisdiction.



